DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

RLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016
tentang  Layanan  Informasi  Publik, menetapkan
/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik
atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan hasil wji konsekuensi vang dituangkan
dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
3059 /HM.10.02 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023,
Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daesrah Khusus
Ibukota Jakarta periu di ubah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
sebagai |bukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah




Menetapkan

KESATU

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemernntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B855);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Momor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimansa telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penpgganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2021 Nomeor 74 1}:

7. Peraturan Daerash Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Dacrah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2016 Momor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 lentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Normor 2007);

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor
12117)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHLUN 2024

Menetapkan Klasifikasi Informasi yvang Dikecualikan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
ini.



KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat
Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Stalistik Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi,
Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidalk
berlakua

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN
DOKUMENTAS] PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- | |
X
“or - SIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta




KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

: 18 Tahun 2024
30 Januarn 2024

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

Informasi Pribadi

1

Data Pribadi Masyarakat
pada Dokumen Administrasi
dan database sistem
informasi yang meliputi: NIK,
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata,
Tanda Tangan, Riwayat dan

| Kondisi Anggota Keluarga,
Riwayat Hesehatan (rekam
medis], Rekening Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabihtas, Intelektualitas
dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yang

berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

. Pasal 85 Undang-Undang

Nomer 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudulan;

. Pazal 17 hurul h Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik; dan

. Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

Data Pribadi Pegawai dalam
dokumen administras) dan
database sistem informasi

. Pasal 85 Undang-Undang

Noemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi

a. Dapat mermmmbulkan

. Dapat menimbulkan

penyalahgunaan data
informasi pribadi
sesenrang; dan

. Dapat menimbulkan

gugatan dari pemilik
data pribadi yang
bersanghutan.

Melindungi data dan
informasi pribadi
pendudul.

Terbuka apabila
mendapat
persetujuan tertulis
dari vang
bersangkutan.

penyalahgunaan data
informasi pribadi

Melindungi data dan
informasi pribadi
pegawal.

Terbuka apahila
mendapat
persetujuan tertulis




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
vang meliputi: NIK, Alamat, Kependudukan; sescorang; dan dari yang
Sidik Jari, Iris Mata, Tanda . Pasal 17 huruf h Undang- |b. Dapat menimbulkan bersangkutan.

Tangan, Riwayat dan Kondisi
Angpota Keluarga, Riwayat
Kesehatan (rekam medis),
Hekening Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabilitas, Intelektualitas
dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yang
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

Data Pribadi Anggota Dircksi

dan Anggota Badan
Pengawas/ Dewan Komisaris
BUMD/,/ Perusahaan
Patungan dalam Dokumen
Administrasi dan database
sistem informasi yang
Meliputi: NIK, Alamat, Sidik
Jari, Iris Mata, Tanda
Tangan, Riwayat dan Kondisi
Anggota Keluarga, Riwayat
Kesehatan [rekam medis),
Rekening Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabilitas, Intelektualitas

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

gugatan dari pemilik
data pribadi vang
bersanglkutan.

. Pasal 85 Undang-Undang

Momor 23 Tahun 20065
tentang Administrasi
Kependudukan;

. Pasal 17 huruf h Undang-

Undang Nomeor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi
dan Transalsei Eleltronile.

. Dapat menimbulkan

penyalahgunaan data
mformasi pribadi
sescorang; dan

. Dapat menimbulkan

gugatan dari permilik
data pribadi vang
bersangkutan.

Melindungi data dan
informasi pribadi

pegawai,

' Terbuka apabila

| mendapat
persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA

DITUTUP

dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yang
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

Data Pribadi Anggota Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah
dalam Dokumen Administrasi
dan database sistem
informasi yang Meliputi;: NIK,
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata,
Tanda Tangan, Riwayat dan
Kondisi Anggota Keluarga,
Riwaval Kesehatan (rekam
medis), Rekening Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabhilitas, Intelektualitas
dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yvang
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

Nomeor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan;

e. Pasal 17 hurufl h Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
FPublile; dan

[. Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

.d. Pasal 85 Undang-Undang ¢,

Dapat menimbulkan
penvalahgunaan data
informasi pribadi
scscorang; dan

. Dapat menimbulkan

gugatan dari pemilik
data pribadi vang
bersangkutan.

Melindungi data dan
informasi pribadi.

Terbuka apabila
mendapat

| persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan.

Laporan Hasil Assesment
Pegawai, Hasi Konseling
Pegawai, Hasil Feedback
Pegawal (hasil psikotes, hasil
tes CAT, formulir wawancara,
hasil tes simulasi, hasil

Pasal 17 huruaf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

. Dapat membuka

informasi pribadi
seseorang; dan

. Dapat menimbulkan

penyalahpunaan data
informasi pribadi

Melindungi data dan
informasi pribadi
pegawai,

Terbuka apabila ada
perintah pengadilan
lembaga
pemerintahan secara
tertulis.




DASAR HUKUM

HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
asesor mecting, laporan sC3Corang.
singkat assesment, laporan
lengkap assessment, laporan
konseling, laporan leedback).
& | Nama Pengguna Kendaraan Pasal 17 hurul ¢ Undang- Dapat membahayakan Melindungi keamanan Terbuka apabila ada
pada Daftar Kendaraan Dinas | Undang Nomor 14 Tahun keamanan Pegjabat Penjabat Pemerintahan. | perintah pengadilan/
2008 tentang Keterbukaan Pemerintahan. lembaga

Operasional.

Informasi Publil:.

pemerintahan secara
tertulis.

Terbuka apahbila

7 | Surat Keterangan ' d. Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi data dan
Pemberhentian Penghasilan Undang Normor 14 Tehun | penyalahgunaan data informasi pribadi. mendapat
(SKPP). 2008 tentang informasi pribadi persetujuan tertulis
Keterbukaan Informasi SESEOrang. dari vang
Publik; dan | bersanglaitan,
¢. Pasal 17 huruf 1 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publilk.
8 | Dokumen Hasil Tes a, Pasal 17 huruf h Undang- |¢. Dapat membuka a. Mehndungi data dan | Terbuka apabila

Peminatan dan Motivasi
dalam rangka proses usulan
pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020

imformasi pribadi
SeSe0Tang; dan

d. Dapat mengungkap
hasil evaluasi/seleksi
terkait dengan
kapabilitas,
intelelctualitas, dan
rekomendasi
kemampuan

informasi pribadi
pegawai; dan
b. Mengamankan proses

PCOyUsSUnan
kebijakan dalam

rangka porses usulan |

pengangkatan dalam
jebatan Fungsional.

mendapat
persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI FENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
tentang Perubahan atas sescorang dalam
Peraturan Pemerintah rangka proses usulan
Nomor 11 Tahun 2017 pengangkatan dalam
tentang Manajemen Jabatan Fungsional.
Pegawai Negeri Sipil; dan
. Peraturan Menter:

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Relormasi
Birokrasi Nomor 13
Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan,

| dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai
Negeri Sipil.

9 | Nilai hasil ujian Peyvesuaian . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
ljazah [Peningkatan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
Pendidikan dan Ujian Dinas. 2008 tentang seseorang; dan pegawai; dan persctujuan tertulis

Keterbukaan Informasi . Dapat mengungkap . Mengamankan proses | dari yang
Publik; hasil evaluasi/seleksi penyusunan bersanglkutan,
. Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan kebijakan.

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

dan

. Peraturan Pemernntah

Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

kapahbilitas,
intelektualitas, dan
rekomendam
kemampuan
SESEOTAng.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUEBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
10 | Dokumen pelaksanaan Up a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat mempengaruhi | a. Menjaga objektiftas a. Terbuka Sampai
kompetensi untuk esalon 2, Undang Nomor 14 Tahun keputusan yang pengambilan Surat Keputusan
terdiri dart: 2008 tentang diambil oleh keputusan oleh Pelantikan

1} Surat undangan tim
panitia seleksi;

2] Berita Acara tim panitia

seleksi beserta
lampirannya;

3) Mota dinas laporan hasil

uji kompetensi (jobfi)
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

4) Surat usulan/laporan ke

Komisi Aparatur Sipil
Negara oleh Gubernur;

2] Surat rekomendasi dari

Komisi Aparatur Sipil
Megara kepada Gubernur;

&) Draft SK Penganghatan,

Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

7] Undangan Pelantikan.

Keterbukaan Informasi
Publil;

b. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawail Negeri Sipil.

pimpinan/ pejabat
terlcait;

b. Dapat mengungkap
hasil evaluasi/ selelsi
terkailt dengan
kapakilitas,
intelektualitas, dan
rekomendas:
lkkemampuan
seseorang, dan

¢, Dapat membuka
imnformasi pribadi
SESeOrang.

pimpinan/ pejabat
terkait;

b. Melindungi data dan

informasi pribadi
pegawal; dan

c. Mengamankan proses
PEnYUSUNAD
kebijakan.

ditetapkan; dan
b. Terbuka apabila
mendapat
persefujuan
tertulis dar yang
bersanghkutan,




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

|

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
11 | Dokumen Mutasi Pegawai a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
dari Luar Pemerintah Provinsi Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
DKI Jakarta ke Pemerintah 2008 tentang Sesenrang, pegawai, persetujuan tertulis
Provinsi DKI Jalearta, terdiri Eﬁtﬁrﬁukaan Informasi b. gape;t mengungkap b. Mengamankan proses | darj yang
i il asil-hasil evaluasi penyusunan
?]ar,'i_':urat NGlan st b. Undang-Undang Nomor 5 sehubungan dengan kebijakan. DETEATEhG:
beserta lampiran : Tahun 2014 tentang kapabilitas,
nya; Tk : T ;
9) Hasil Nilai Tes Psikologi Aparatur Sipil Negara; 1nt&lek1ual1ta_a5, dan
dan rekomendasi
dan‘wa‘:.l.?a.ﬂcara; ) ¢. Peraturan Pemerintah kemampuan
3) Hasil Nilai Tes Substantif; Namor 17 Tahun 2020 seseorang dan
4} Berita Acara rapat tentang Perubahan atas c. Dapat menimbulkan
pencntuan hasil mutasi; Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data
5) Surat usulan mutasi ke Nomeor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
BKN dan Kemendagri tentang Manajemen
beserta lampirannys; Pegawai Negeri Sipil.
6) Dralt rencana pencmpatan
I pegawsal hasil mutasi; dan
7) Draft SK Mutasi pegawai.
12 | Dokumen Perpindahan a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
Fegawai antar Perangkat Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi ! mendapat
Daerah di lingkungan 2008 tentang seseorang, pegawai; persetujuan tertulis
Pemerintah Provinsi DKI ﬁt&{ﬁukaan Informasi k. gap:zllt mﬂqgungkap b. Mengamankan proses | dar vang
i 1k asil-hasil evaluasi pPenyusunan
Jakarta karena kepentingan B Undnt At NS et eetialea, bersangkutan.

dinas, terdiri dari:

1} dokumen usulan dan
data-data pendukung
mutasi; dan

2] draft SK perpindahan

Tahun 2014 tentang
Aparatur 3ipil Negara;
dan

¢. Peraturan Pemerintah

Momor 17 Tahun 2020

kapabilhitas,
intelektualitas, dan
relkomendasi
kemampuan
seseorang; dan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
pegawal, tentang Perubahan atas ¢. Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penyvalahgunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
tentang Manajemen
Pegawai Megeri Sipil.

13 | Dokumen Usulan Verifikasi . Pasal 17 hurul h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
dan Validasi Jabatan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribacdi mendapat
Pelaksana, terdiri dari - 2008 tentang SCSCOrang, pegawai, persetujuan tertulis
1) Surat Usulan beserta Ettﬁ]_'ﬁukaan Informasi b. ﬁap%thme?gun;gkag b. Mengamankan proses | dar vang

: A ik; asil-hasil evaluasi Penyusunan
' 2) lEia‘TiT;riZZ&r:qHasiI Virval: . Undang-Undang Nomor 5 . achuh}l.!lga.n dengan kebijakan. G

Tahun 2014 tentang kapabilitas,

g Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan

3) 8K Penempatan dalam diier ' P A !

Jabatan Pelaksana (SK . Peraturan Pemerintah kemampuan

Kepala Perangkat Daerah), Nomeor 17 Tahun 2020 seseorang; dan
tentang Perubahan atas ¢. Dapat memmbulkan
Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data
Nomeor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil.

14 | Dokumen Usulan Evaluasi . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila

Kinerja Pegawai Tidak Tetap

| terdiri dari :

1) Surat Evaluasi Kinerja
beserta lampirannya; dan

2] Draft 3K Perpanjangan
Kinerja Pegawai Tidak
Tetap.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur 3ipil Negara;
dan__

informasi pribadi
SESCOTANng;

b. dapat mengungkap
hasil-hasil evaluasi
schubungan dengan
kapabilitas,
intelekiualitas, dan
relkomendasi

informasi pribadi
pegawai;

b. Mengamankan proses
penyusunan
kebijakan,

mendapat
persetujuan tertulis
dari vang
bersangkutan.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBTTE A DITOTUP
. Peraturan Pemerintah kemampuan

Nomor 17 Tahun 2020 seseorang; dan
tentang Perubahan atas c. Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penyalahpunaan data
Nomeoer 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
tentang Manajemen

. Pegawai Negeri Sipil.

15 | Dokumen Usulan Formasi . Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat membuka Mengamankan proses Terbuka apabila ada
Kebutuhan Aparatur Sipil Undang Noemor 14 Tahun | informasi penetapan kebijakan pengadaan perintah pengadilan/
Negara | Pegawai Negeri Sipil 2008 tentang ; kebutuhan formasi yang | Calon Aparatur Sipil lembaga
dan Pegawai Pemerintah Ect‘ﬁ:ukaan Informam f{itctapka[l oleh Megara. pemerintahan secara

2 = - L1 CIMENiSrisan :
ﬁ::if;}?lﬂt?{]ﬂ“ TERI) . Undang-Undang Nomor 5 | Pendayagunaan Aparatur e,
| TV Surat Usulan Formias] Tahun 2014 tentang | Negara dan Reformasi
) Sitea : : Aparatur Sipil Negara; Birokrasi.
beserta lampirannya; e
2} Surat Penetapan Formasi Dottt Dkttt
dari Kemenpan; dan Nomor 17 Tahun 2020
3] Draft SK Penctapan tentang Perubahan atas
Formasi. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
16 | Dokumen data pribadi Calon . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka data | Melindungi data dan a. 30 (tiga puluh)

Aparatur Sipil Negara, terdiri
dari :

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang

{ informasi pribadi informasi pribadi.

seseorang; dan

tahun;
b. Terbuka apabila

1} Data Administrasi Keterbukaan Informasi k. Dapat menimbulkan ada perintah
| Pelamar; dan Publik; | FE_“TE]?P‘EUHE&“ data pengadilan
2] Berkas Pelamar Calon : gn}fangz-élrfang Nomor & | pribadi sescorang. /lembaga
Aparatur Sipil Negara, S MELANE , pemerintahan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKEA DITUTUP
Aparatur Sipil Negara; secara tertulis; dan
dan . Terbuka apabila
. Peraturan Pemerintah mendapat
tentang Perubahan atas tertulis dari vang
Peraturan Pemerintah
be tamn.
Nomor 11 Tahun 2017 rsangkutan
tentang Manajemen
Pegawail Negeri Sipil.
17 | Dokumen Penetapan dan . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka data | a. Melindungi data dan . 30 (tiga puluh)
pengangkatan schagai Calon Undang Nomor 14 Tahun { informasi pribadi informasi pribadi; dan tahun:
Aparatur Sipil Negara dan 2008 tentang SESE0TANg, b. Menghindari adanya . Terbuka apabila
Penetapan pengangkatan Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan oknum yang akan ada perintah
Calon Pegawai Negeri Sipil Pubhk; penyalahgunaan data menyalahgunakan pengadilan
menjadi Pegawai Negeri Sipil, . $n§angi-élffing$mnr a Enbad; SESCOTATIE; [Suralt;{tpulumm /lembaga
terdiri dari ; Ty e 2 prARtapany; pemerintahan

1) Usulan penetapan Nomor
Induk Pegawai / Nomor

Induk Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja;

2} Perjanjian Kerja Pegawa
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja ;

3] Penetapan pengangkatan
sebagai Calon Pegawai
MNegeri Sipil menjadi
Pegawail Negeri Sipil ; dan

4) Keputusan pengangkatan
sebagai Calon Pepawai

Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawal Nepgeri Sipil.

c. Dapat menimbulkan

penyalahgunaan
Surat Keputusan

(penetapan) vang
melanggar peraturan

perundang-undangan.

secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIEUKA DITUTUP
Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
18 | Dokumen usulan Penerbitan . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka data | Melindungi data dan . 30 (tiga puluh)
Kartu Pegawai, Kartu lstri/ Undang Nemor 14 Tahun / informasi pribadi informasi pribadi. tahun;
Kartu Suami beserta 2008 tentang SESCOTANE, . Terbuka apabila
lampirannya. Keterbukaan Informasi . Dapat menimbulkan ada perintah
Publik; penyalahgunaan data pengadilan
. Undang-Undang Nomor 5 pribadi sescorang. /lembaga
Tahun 2014 tentang :
ity pemerintahan
Aparatur Sipil Negara; =
Ak SCCAra tcrtu_llsl, dan
. Peraturan Pemerintah . Terbuka apabila |
Nomor 17 Tahun 2020 mendapat
tentang Perubahan atas perseljuan
Peraturan Pemerintah tertulis dari yang
Nomor 11 Tahun 2017 bersangkutan.
tentang Manajemen
Pepawai Negeri Sipil.
1% | Dokumen Izin Perceraian . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat menghambat a. Melindungi proses . Terbuka apabila

1)

2)
| 3)

4

Aparatur Sipil Negara, terdirl
dari :

Surat Usulan atau
Pengantar dari Perangkat
Daerah;

Surat Panggilan;

Surat Perintah
Melakukan Pemeriksaan;
Berita Acara
Pemeriksaan;

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas

. Dapat mengungkap

penegakan
huloum;dan

b, Melindungi data dan
informasi pribadi.

proses penegakan
hukum; dan

rahasia pribadi
SEECOTANT.

ada perintah
pengadilan
Jembaga
pemerintahan
secara tertulis; dan

. Terbuka apabila

mendapat
persetujuan
tertulis dan yang
bersangkutan.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM

PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

=)

B)

7l

8]

9

Surat Laporan Hasil
Pemeriksaan;

Surat Keterangan dari
BP4 atau Relaas;

Surat Keterangan PM 1
dar Kelurahan atau
Surat Gugatan ke
Pengadilan Agama;
Surat Permohonan cerai
vbs ke Kepala Peranghkat
Dacrah;

Bukti Pembinaan oleh
Perangkat Daerah
kepada Pegawai Negeri
Sipl;

10) Salinan Akta Nikah;
11) Balinan SK Panghkat

Teralchir;

12) Keputusan Permohonan

Izin Perceraian;

13) Penvampaian Keputusan

Permohonan Izin
Perceraian;

14) Berita Acara Serah

Terima Keputusan
Permohonan lzin
Perceraian;

15) Pengantar Dari

Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUEBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Perangkat Daerah vbs
telah cerai;

16) Alcta Cerai dari
Pengadilan Agama;

17) Berita Acara Serah
Terima Ke Pusdatin vbs
telah cerai.

20

Dokumen Penanganan

Pelanggaran Kode Etik dan

Kode Perilalm, terdiri dan :

1) Laporan Pengaduan;

2) Informasi pelapor
pengaduan;

3) Informasi terlapor
pengaduan;

4] Bukti pengaduan;

5] Undangan Panggilan
pemeriksaan, permintaan
keterangan, dan
peEnyampalan
rekkomendasi;

&) Surat tindalt lanjut
pengaduan;

7} Berita Acara
Pemeriksaan;

8] Keputusan Pejabat yang
bersangkutan tentang
Penjatuhan Sanksi Moral;

a. Pasal 17 huruf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara,
dan

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Feraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

. Dapat membuka

informasi pribadi
seseorang; dan

. Dapat menimbulkan

penvalahpunaan data
pribadi seseorang.

Melindungi data dan
informasi pribadi

pegawal.

Terbuka apabila ada
perintah pengadilan
/lembaga
pemerintahan secara
tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
83 | Laporan Keuangan a. Pasal 17 huruf b Undang- | a. Dapat menimbulkan |a. Mengamankan hak a. Terbuka apabila
Pemerintah Provinsi DKI Undang Nomor 14 Tahun potensi atas kekayaan hasil audit sudah
Jakarta yang belum diaudit 2008 tentang penyalahgunaan oleh intelektual dan di tetapkan melalui
oleh BPK. Keterbukaan Informasi pihak-pihak yang menghindari Peraturan Daerah;
Publik; tidak berwenang; P’Zrﬂkamg;“ udsaha dan |
b. Pasal 17 hurufl h angka 3 ; tidak sehat; dan ;
Undang-Undang oo | * Ejrﬁtin";::lrgﬂf" b. Melindungi data dan i :;;hpﬁ;ﬁ:hﬂ“
14 Tahun 2008 tentang informasi pribadi :
Keterbukaan Informasi yang tidak sehat; pengadilan/
Publik: c. Dapat menimbulkan lembaga
c. Pasal 17 huruf i Undang- penyalahgunaan data pemerintahan
Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi secara tertulis,
2008 tentang seseorang; dan
Keterbukaan Informasi d. Dapat mengganggu
Publik kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual
84 | Rincian Perjanjian Pinjaman | Pasal 17 huruf i Undang- a. Mengamankan Melindungi pelaksanaan |a. Terbuka sampai
Daerah kepada Pemerintah Undang Nomor 14 Tahun kerahasiaan dan kebijakan keuangan masa perjanjian |
keamanan informasi daerah. pinjaman selesai; |

Pusat atau lembaga
keuangan lain.

2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik,

vang mungkin terkait
dengarn proyek atau
kebijakan pemerintah
daerah;

b. Dapal mempengaruhi

negosiasi dan strateg
pemenntah dalam
kesepakatan pinjamean
mendatang; dan

b. Terbuka apabila

dan

ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.




| IR SRS KONSEKUENSI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

c. Dapat mempengaruhi
kesuksesan/keberhasil
an kebijakan karena
pengunpgkapan terlala
dini

Informasi Proses Perizinan

85 | Dokumen persyaratan | Pasal 17 huruf b, huruf g, . Dapat menghambat . Menjaga objektivitas Terbuka apabila:
administrasi dan teknis dan huruf h Undang-Undang proses penerbitan izin, hasil penelitian dan . ,
perizinan/ nonperizinan. Nomaor 14 Tahun 2008 . Dapat menimbulkan penilalan perizinan; i Gl 13;1]n drg

tentang Keterbukaan penyalahgunaan data dan gt
Tnformeast Pablik. informasi pribadi; dan |b. Melindungi data dan prrranary
. Dapat menimbulkan informasi pribadi. b adal per‘mmtgan,n"
gugatan dari pemilik perintah dari
data vang aparat penegak
bersanghkutan, hukum; dan
¢. ada perintah/ izin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/
pcmerintah.

86 | Dokumen Persvaratan pada Pasal 17 huruf h Undang- . Dapat menghambat . Menjaga ohjektvitas a, 3 tahun; dan
Dokumen Arsip Perizinan Undang Nomer 14 Tahun proses penerbitan hasil penelitian dan b. Terbuka apahbila
Ruang dan bangunan yang 2008 tentang Keterbukaan izin; penilaian perizinan; ada izin dari
meliputi ; Informasi Publik, . Dapat menimbulkan dan pemohon
1) Izin Mendirikan Bangunan penyalahgunaan data . Melindungi data dan perizinan;

(IMB): informasi pribadi; dan informasi pribadi. ¢. Terbuka apabila
2] Sertifilcat Laikk Fungsi . Dapat menimbulkan ada permintaan
(SLF}; pugatan dar pemilik perintah dari
| 3) Kelayakan Menggunakan data yang aparat penegak




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Bangunan (KME); bersangkutan. hukum; dan

4] lzin Penggunaan d. Terbuka apabila
Bangunan (IFB); ada perintah

5) Keterangan Selesai penpgadilan /
Membangun (KSM); lembaga

€) lzin Pendahuluan (IP); pemerintahan

7) lzin Pondasi, Izin Pelaku secara tertulis.
Teknis Bangunan (IPTB};

8) Izin Perpanjangan

Pengrunaan Bangunan
(IPPE].

87

Dokumen Persyaratan pada
Dokumen Permohonan
Legalisir/Salinan Perizinan.

Pasal 17 huruf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

a. Dapat menghambat
proses penerbitan
izin;

b. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi; dan

¢. Dapat menimbulkan

gugatan dari pemilik
data yang
bersangkutan.

a. Menjaga objektivitas
hasil penelitian dan
penilaian perizinan;
dan

b. Melindungi data dan
infermasi pribadi.

o P

2 tahun; dan

. Terbuka apabila

ada izin dari
pemohon
PETIZINAn;
Terbuka apabila
ada permintaan/
perintah dar
aparat penegak
hukum; dan
Terbuka apabila
ada penintah
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMEANGAN EAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIEUKA DITUOTUP
Imformasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses
88 | Draft Naskah Rancangan a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Dapat menyebabkan . Menghindari | Terbuka apabila
Regulasi/Kebijakan Publik Undang-Undang Nomor pendistribusian data dan penyalahgunaan sudah memasuki
yang belum disahkan. 14 Tahun 2008 tentang informasi vang tidak informasi; tahap Konsultasi
Eeterbukann Tnfaran valid atau tidak tepat . Menghindari Publik
Publilk: kekeliruan dalam
b. Pasal 17 huruf i dan j pendistribusian data
Undang-Undang Nomor ﬁﬁ;;‘égﬁﬁhf:gﬂ
14 Tahun 2008 tr_:nt.ﬂnlg data dan informasi
Keterbukaan Informasi
Publil; e
29 | Dralt Surat Perjanjian Kerja | Pasal 17 huruf i1 Undang- Dapat menyebabkan . Menghindari Terbuka apabila
Sama yang masih dalam Undang Nomor 14 Tahun pendistribusian data dan penyalahgunaan Surat Perjanjian Kerja
proses, 2008 tentang Keterbukaan informasi yang tidak informasi; Sama selesai I
Inforimasi Publik, valid atau tidak tepat. . Menghindari ditandatangani oleh

kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan informasi

kedua belah pihak

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

90 | Dokumen Penawaran Teknis.

Pasal 17 huruf b Undang-
Undang Nomar 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

a. Dapat menimbulkan
potensi
penyvalahpunaan oleh
pihak-pihak yvang
tidak berwenang;

| b. Dapat menimbulkan

. Mengamankan hak

atas kekayvaan
intelektual dan
menghindari
persaingan usaha
tidak sehat; dan

. Melindungi data dan

a. o tahun; dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan

—




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
' persaingan usaha informasi pribadi secara tertulis.
vang tidak sehat;
. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
seseorang; dan
. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual
891 | Gambar/Desain pada Pasal 17 huruf b Undang- . Dapat menimbulkan | Mengamankan hak atas |a. 5 tahun; dan
Lampiran Kontralk. Undang Nomor 14 Tahun potensi kekayaan intelektual dan | b, Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan penyalahgunaan oleh | menghindari persaingan ada perintah
Informasi Publik, pihak-pihak vang usaha tidak sehat. pengadilan/
tidak berwenang; lembaga
. Dapat menimbulkan pemerintahan

persaingan usaha
yvang tidak schat; dan

. Dapat mengganggu

kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual.

gecara tertulis.

92 | Dokumen Legalitas Penyvedia,

| terdin dari:

1) Akta Perusahaan; dan

Pasal 17 huruf b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

. Dapat menimbulkan

potensi
penyalahgunaan oleh
pihak-pihak vang

Mengamankan hak atas

kekayaan intelektual dan
menghindari persaingan

usaha tidak sehat.

& R

5 tahun; dan
Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan /




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK

JANGKA WAKTU

DIEUKA

| DITUTUP

2] 1zin Perusahaan

Informasi Publik.

tidak berwenang;

b. Dapat menimbulkan

persaingan usaha
vang tidak schat; dan

c. Dapat mengganggu

kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual,

lembaga
pemerintahan
secara tertulis,

s T T SR B F S

93

Informasi yang belum
dikuasai atau
didokumentasikan.

Pasal 6 Ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Puhblile.

Dapat menyebahkan

pendistribusian data dan

informasi yang tidak

valid atau tidak tepat.

a. Menghindari
penvalahgunaan
informasi;

b. Menghindari
kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informasi; dan

c. Menjaga keakuratan

| data dan informasi.

Tidal: terbatas

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASLINFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINE] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FROVINSI DPLEEEH KETJSUS IBUKOTA JAKARTA,
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